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Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas
limpahan rahmat, hidayah dan ilmuNya, sehingga kita masih
diperkenankan hadir menjadi saksi atas keagungan dan ke-Maha
KuasaanNya dalam mengatur seisi alam raya. Shalawat serta salam
semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw
beserta keluarganya.

Buku yang hadir di hadapan pembaca dengan judul “Politik
Hukum Hak Asasi Manusia” merupakan kumpulan tulisan terpilih
di bidang Hukum HAM buah karya mahasiswa Pascasarjana Fakultas
Hukum Univeristas Islam Indonesia.

Naskah buku ini sengaja kami pilih untuk diterbitkan sebagai
bentuk apresiasi Program Pascasarjana terhadap berbagai kegiatan
ilmiah yang dikembangkan oleh mahasiswa. Kami akan terus
mendorong berbagai kegiatan ilmiah untuk dipublikasikan dalam
bentuk buku ataupun jurnal ilmiah.

Sejarah pergualatan pemikiran tentang HAM di Indonesia
sesungguhnya sudah dimulai sejak di Badan Penyelidik Usaha
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Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945. Soekarno dan
Soepomo di satu pihak berhadapan dengan Hatta dan Yamin di pihak
yang lain. The Founding Fathers memperdebatkan apa bentuk negara
vang akan dilahirkan untuk Indonesia, apakah negara demokrasi
yang mengadobsi pengaturan HAM didalam UUD ataukah negara
totalitarian (integralistik-yang diintrodusir oleh Soepomo). Akhirnya
mercka menyepakati bentuk negara demokrasi. Begitupun ketika
merumuskan UUD Sementara 1950 dan terakhir mengamandemen
UUD 1945 pasca Orde Baru (1999-2002).

Sejarah panjang penegakan HAM di Indonesia telah melintasi
waktu pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru dan orde reformasi.
Ketika reformasi politik 1998 menuntut dilakukannya reformasi
konstitusi (UUD 1945), pengaturan HAM dalam UUD 1945
menempalti ruang yang lebih luas dari sebelumnya. Pasal 28 UUD
1945 telah berkembang menjadi Pasal 28, Pasal 28A s/d Pasal 28],
kemudian Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Meskipun
demikian, perjuangan untuk menegakkan HAM di segala aspek
kehidupan masih butuh waktu yang panjang. Hari demi hari berbagai
pelanggaran HAM masih seringkali terjadi.

Buku ini mengkaji secara tajam berbagai bentuk pelanggaran
HAM baik yang terjadi pada masa lalu maupun kekinian. Mulai dari
tuntutan pemenuhan hak-hak buruh, penyelesaian pelanggaran
HAM yang berat di masa lalu, hak politik perempuan, maupun
pelanggaran HAM dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Berbagai
persoalan HAM tersebut perlu dicarikan solusi yang tepat untuk
pemenuhannya melalui berbagai kebijakan pemerintah (politik
hukum). Buku ini mencoba menawarkan solusi konstruktif bagi
persoalan HAM di Indonesia.

Fokus buku ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama,
membahas tentang HAM dalam dimensi perburuhan. Buruh, sebagai
kelompok ketergantungan, posisi mereka akan cenderung
mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak manusiawi.
Sejarah telah membuktikan betapa penguasaan tanah, akumulasi
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uang dan modal menjadi sejarah dari tumbuh suburnya sistem
perbudakan. Orang menjadi sangat tidak berharga dalam kuasa uang
dan modal, demikian juga nasib para buruh, mereka akan sangat
rentan oleh tindakan-tindakan diskriminatif dan tidak manusiawi.
Mulai pemberian upah yang tidak layak, jaminan kesehatan, hak cuti,
hak berpendapat, sampai pada kesewenang-wenangan pemutusan
kerja sepihak oleh pengusaha. Dalam konteks ini, pemegang modal
dan pemangku kebijakan akan menjadi aktor yang sangat
menentukan bagaimana hak-hak buruh diberikan dan diberlakukan.

Tulisan lainnya mengupas persoalan lingkungan.Dominannya
kekuatan korporasi yang bersinergi dengan kekuatan politik untuk
membuat peraturan yang melegalkan prioritas eksploitasi lingkungan
atas nama pertumbuhan ekonomi. Prioritas ini kemudian
mensubordinatkan kepentingan ratusan juta rakyat yang hidupnya
bergantung dari keberlanjutan alam. Kebijakan inilah yang
menyebabkan hak untuk menikmati keberlanjutan hidup dan
mendapatkan penghidupan dari pengelolaan kekayaan alam dengan
cara yang baik sekarang mulai terancam.

Buku ini juga membidik persoalan perlindungan terhadap hak-
hak korban.Meskipun ada beberapa aturan yang menjamin hak-hak
korban dalam UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 27 Tahun 2004, PP
No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 3 Tahun 2002, namum dapat dikatakan
bahwa peraturan-peraturan tersebut masih kurang memperhatikan
hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat terlihat dari
minim dan belum jelasnya peraturan yang mengatur dan memberikan
hak kepada korban, termasuk di dalamnya tentang perlindungan dan
pemberian kompensasi, rehabilitasi maupun restitusi kepada korban.

Bagian kedua, membahas tentang HAM dalam dimensi sejarah
hak-hak politik dan pendidikan perempuan. Dalam UU No. 7 tahun
1984, menegaskan bahwa, negara wajib melakukan langkah tindakan
yang tepat: Salah satunya adalah mengubah pola tingkah laku sosial
dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai
penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya
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yang berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin
atau berdasarkan peranan stereotib bagi laki-laki dan
perempuan.Akan tetapi alih-alih negara bertanggung jawab atas
derajat hak pendidikan yang sama tersebut, malahan negara
mengeluarkan undang-undang yang didalamnya terdapat bias gen-
der, yakni pembedaan antara laki-laki dan dan perempuan dalam
pendidikan, hanya dikarenakan beda jenis kelamin,secara tidak
langsung undang-undang ini telah bertentangan dengan UUD 1945
dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Kami menyambut baik hadirya buku ini, semoga bermanfaat
dan memacu kita semua untuk terus menulis dan meneliti. Bagi para
penulis, semoga terus mempertajam ‘kepekaan dan analisis’ terhadap
persoalan-persoalan HAM di Indonesia dan segera disusul dengan

tulisan-tulisan yang lainnya. Amin.

Yogyakarta, 16 Agustus 2010
Dr. Ni‘'matul Huda, SH, MHum
Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum UII
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Pengantar Penulis
Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatih

Puji syukur, alhamdulillah kami ucapkan atas terselesaikannva
buku ini. Pada awalnya, buku ini merupakan hasil karya da‘m
penelitian teman-teman mahasiswa yang telah didiskusikal{ dalam
bangku perkuliahan BKU Hukum dan HAM Program Magister llmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kami sangat
bahagia bercampur bangga ketika mendengar bahwa karya-karva
ini kemungkinan akan diterbitkan oleh Program Pascasarjana Fakuit-as
Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila digarap dengan serius.
Hal inilah yang menjadikan kami bersemangat untuk terus
memperbaiki dan mengolah tulisan ini agar dapat menjadi karya yang
layak untuk dipublikasikan. o

Ide pembuatan buku ini didasari pada keprihatinan mendalam
yang memandang bahwa HAM pada masa sekarang ini menjadi hal
yang tidak bisa dipandang remeh. Perjuangan HAM dalam ranah
internasional telah mengubah paradigma besar mengenai kekejaman
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penguasa yang lalim terhadap rakyatnya ke dalam penghormatan
yang tinggi terhadap manusia dengan alasan karena sifat hak asasi
yang menyatu dalam diri manusia itu sendiri, bukan karena “kebaikan
hati” yang diberikan oleh penguasa. Keprihatinan ini kemudian
dilanjutkan dalam ruang lingkup ke-Indonesia-an dengan
mempertimbangkan bagaimanakah kewajiban negara fo fulfill, to protect
and fo respect dalam ranah HAM di Indonesia. Hal ini sangat penting
mengingal sejarah buruk penegakkan HAM yang terjadi di Indone-
sia. Penguasa seringkali melalaikan hak-hak yang sifatnya asasi bagi
manusia. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian penting dalam
penulisan ini adalah hak asasi dalam dimensi perburuhan, lingkungan
atau sumber daya alam, perlindungan terhadap hak-hak korban yang
seringkali terlupakan dalam sejarah penegakan HAM di negeri ini.

Beragamnya kultur masyarakat Indonesia, baik yang bersifat
patrilineal, matrilineal, maupun parental, menjadikan kajian
mengenai hak asasi perempuan sangat relevan untuk diangkat dalam
buku ini, karena persoalan ini seringkali terabaikan dengan dalih
kultur dan agama. Memandang dari sudut pandang permasalahan
politik, pendidikan dan sejarah, perempuan seringkali dianggap
scbagai makhluk yang berkasta nomor dua. Tentu saja paradigma ini
perlu diubah di era demokrasi sekarang ini. Perempuan juga memiliki
hak politik dan pendidikan. Hak politik memposisikan perempuan
agar muncul sebagai public figure sebagai seorang pemimpin dan hak
pendidikan memberikan kesempatan pada perempuan untuk
mempunyai kemampuan intelektual yang setara dengan laki-laki agar
dapat berkompetisi dalam ranah pubik tersebut.

Akhirnya pada kesempatan kali ini ijinkanlah kami
menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dan partisipasi
semua pihak yang telah meluangkan waktu, energi dan pikiran untuk
memperbaiki buku ini sehingga layak untuk diterbitkan.
Terpublikasikannya buku ini akan menjadi salah satu sejarah besar
kami yang tidak akan pernah terlupakan, Selain itu, kami juga ingin
mengucapkan banyak terimakasih dan selamat kepada Dr. Suparman
Marzuki, 5. atas terpilihnya sebagai Komisioner Komisi Yudisial (KY)

| ——
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Republik Indonesia, semoga beliau tetap amanah dan konsisten dalam
menjalankan tugasnya sebagai salah satu penegak hukum di negeri
ini. Kami juga sangat berterimakasih kepada Dr. Hj. Ni'matul Huda,
S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk
menuliskan kata pengantar dalam bukuy ini. Kepada para guru kami
di Program Magister [lmu Hukum UII dan kepada Pusat Studi Hak
Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia dan Program
Pascasarjana Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan
agar buku ini dapat diterbitkan. Teman-teman mahasiswa Magister
Ilmu Hukum UIl dan semua pihak yang terlah membantu
penyelesaian buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat
dalam menambah ilmu pengetahuan khususny
hukum HAM di Indonesia.

Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan
buku ini yang semata-mata karena keterbatasan kami, dan kami

sangat menghargai kritik dan saran yang membangun dalam
penulisan buku ini. Selamat Membaca,

a mengenai politik

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokath

Yogyakarta, Juli 2010

Nurhidayatuloh, dkk.
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